
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan 
Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 
2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310 ); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4286); 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
T engah (Lembaran Negara T ahun 1950 Nomor 24, Serita Negara 
tanggal 8 Agustus 1950); 

Mengingat 

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati. 

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan 
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Rembang perlu ditetapkan Tunjangan Perumahan bagi 
Pimpinan dan Anggota DPRD; 

Menimbang 

BUPATI REMBANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG 

TENT ANG 

NOMORl298TAHUN 2005 

PERATURAN BUPATI REMBANG 

BUPATI REMBANG 
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6. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada 
pimpinan dan anggota DPRD berupa pemberian jaminan 
pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan Pimpinan 
DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapannya, 
kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, 
uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah. 

5. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya 
sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji 
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 

4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD; 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 
adalah Badan Legeslatif Kabupaten Rembang; 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang; 

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang; 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG TUNJANGAN 
PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG. 

MEMUTUSKAN : 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2005 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang 
Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Rembang(Lembaran Daerah Tahun 2004 
Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42). 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 94); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 
90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4022); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak 
Penghasilan Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota 
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Para Pensiunan atas 
penghasilan yang dibebankan Keuangan Negara atau Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3577); 

Menetapkan 
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SERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2005 NOMOR ~ I 
SERI A , NOMOR 9 

IA. D •v • 1 
I 

8AC,'-f' I u,: .:, f I 
•Sl ... f',51 f , NTOR 

.. 5 

---·-- 
I' f .J 

Diundangkan di R e m b a n g 
pada tanggal (, ~l!-cn\>a- ~is: 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
R BANG • 

Ditetapkan di R e m b a n g 
pada tanggal arJ J)«~(lff)~ ,;z.006 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Rembang. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 7 

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang. 

Pasal 6 

Besamya Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebanyak 
Rp. 2.350.000,- (Dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). 

Pasal 5 

Pemberian Tunjangan Perumahan dilaksanakan dengan memperhatikan asas kepatutan, 
kewajaran dan rasionalitas serta standart harga yang berlaku di daerah. 

Pasal 4 

Tunjangan Perumahan dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk uang dan 
dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji. 

Pasal 3 

Kepada Pimpinan DPRD yang belum disediakan Rumah Jabatan dan Anggota DPRD yang 
belum disediakan Rumah Dinas, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan 
Perumahan. 

Pasal 2 


